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BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 44 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Bengkulu. 

 

Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal  8 Maret 2023 

WALIKOTA BENGKULU, 

Cap/dto 
 

H. HELMI HASAN 

Diundang di Bengkulu 

pada tanggal   8 Maret 2023                          

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, 
 

Cap/dto 
 
ARIF GUNADI 

 
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU 
  
   

 
NAYU ALDILA PUTRI, SH 
NIP. 197810102005022004 

 
BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR ..4.. 
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PETUNJUK PENGISIAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKTI                             

PENGELUARAN KKPD 
 

NO URAIAN 

(1) Diisi dengan nomor surat OPD. 

(2) Diisi dengan banyaknya lampiran surat. 

(3) Diisi dengan nama Pemegang KKPD. 

(4) Diisi dengan jabatan Pemegang KKPD (apabila ada) 

(5) Diisi dengan alamat Kantor Pemegang KKPD. 

(6) Diisi dengan alamat tempat/domisili/alamat OPD. 

(7) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan ini. 

(8) Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerinta 

(9) Diisi dengan nomor KKPD. 

(10) Diisi dengan nama Pemegang KKPD. 
(11) Diisi dengan nomor KKPD. 

(12) Diisi dengan nama Pemegang KKPD. 

(13) Diisi dengan nomor KKPD. 

(14) Diisi dengan nomor urut. 

(15) Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi keperluan belanja operasional 
dan belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan yang 
dibayarkan dengan KKPD. 

(16) Diisi dengan kode kegiatan. 

(17) Diisi dengan kode output. 

(18) Diisi dengan kode komponen dan akun. 

(19) Diisi dengan uraian akun. 

(20) Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran 

(21) Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran. 

(22) Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD. 

(23) Diisi dengan keterangan "Tidak Disetujui/Tidak Disahkan" 

(24) 
Diisi dengan penjelsan alasan rincian pengeluaran/bukti-bukti pengeluaran 
ditolak/tidak disetujui oleh PPK. 

(25) Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD. 

(26) Diisi dengan nama OPD. 

(27) Diisi dengan NIP PPK. 

(28) Diisi dengan nama OPD 

(29) Diisi dengan nama OPD. 
 

 

WALIKOTA BENGKULU 

     Cap/dto 

H.  HELMI HASAN        


